Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 39 No.2, Oktober 2021:81-96 81

MENGUKUR KESEJAHTERAAN PETANI BERDASARKAN
INDEKS KAPABILITAS MASYARAKAT: STUDI KASUS
DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM

Measuring Farmers Welfare Based on Community Capability Index:
A Case Study in Ampek Angkek Subdistrict, Agam Regency

Marlina Wirmas*, Retno Widodo Dwi Pramono

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan,
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jin. Grafika No. 2, Sekip, Yogyakarta, Indonesia 55281
*Korespondensi penulis. Email: marlina.wirmas@mail.ugm.ac.id

Diterima: 3 Juni 2021 Direvisi: 2 Agustus 2021 Disetujui terbit: 11 Februari 2022

ABSTRACT

Economic welfare paradigm has generated productivity-based agricultural policy which lead to widening inequality
due to less consideration on developmental aspects. This study aims to measure welfare using a capability approach
that treats human freedom as the center of evaluation. Assessment is conducted by measuring the level of availability
and functioning of assets to quantify Community Capability Index (CCI) representing the degree of freedom. This
research was conducted in Ampek Angkek subdistrict, Agam Regency by sending questionnaires to qualified farmers
to rate some indicators consist of 51 listed assets from five groups. The analysis revealed that on average, the available
assets have sufficient quality and can provide functionings in farmers livelihood. However, the degree of freedom was
still quite low and caused limitation of certain functionings. Several assets related to financial and intellectual human
capital were in low quality and thus had negative implications in farming business development functionings.
Advantages in natural-environment, public services and infrastructures, and basic human capital are the potentials to
be further developed. Programs to increasing access to financial capital and enhancing human capital quality are
necessary to improve their functioning and gaining higher freedom that led to a more prosperous life.
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ABSTRAK

Paradigma kesejahteraan berbasis ekonomi menciptakan kebijakan pertanian yang mengutamakan produktivitas.
Namun, pendekatan ini mengakibatkan ketimpangan yang semakin lebar karena kurangnya pertimbangan terhadap
aspek-aspek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan petani menggunakan pendekatan
kapabilitas yang memandang kebebasan manusia dalam melakukan dan menjadi sesuatu sebagai aspek utama
evaluasi. Penilaian dilakukan dengan menilai tingkat ketersediaan dan kebermanfaatan serangkaian aset sebagai
komponen untuk menghitung Indeks Kapabilitas Masyarakat (CCI) sebagai representasi tingkat kebebasan. Penelitian
dilakukan di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan memberikan kuesioner kepada
petani berisikan penilaian terhadap 51 jenis aset dari lima kategori. Hasil analisis menunjukkan secara rata-rata, aset
yang tersedia memiliki kualitas cukup dan memberikan fungsi dalam kehidupan petani, namun derajat kebebasan
masih cukup rendah dan berdampak kepada keterbatasan dalam kebermanfaatan tertentu. Beberapa aset pada
modal finansial dan modal manusia intelektual masih berkualitas kurang baik dan berimplikasi kepada hambatan untuk
kebermanfaatan dalam hal pengembangan usaha tani yang lebih produktif. Keunggulan pada kualitas lingkungan,
layanan dan infrastruktur publik, serta modal manusia dasar menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Terhadap hasil tersebut, maka program yang bertujuan untuk memperluas dan memudahkan akses terhadap pem-
biayaan, serta peningkatan kompetensi modal manusia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata kunci: aset, evaluasi pembangunan, indeks kapabilitas masyarakat, kesejahteraan petani

PENDAHULUAN besar tersebut ternyata tidak sebanding dengan
persentasenya terhadap ekonomi nasional yang

hanya berkontribusi sebesar 12,49% terhadap

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi
salah satu lapangan usaha terbesar, sebesar
37,10% penduduk mendapatkan peng-hasilan dari
pekerjaan ini (BPS 2018a). Namun peranan yang

PDB tahun 2018 (BPS 2018b). Ketimpangan
tersebut, jika ditelusuri berdasarkan sejarah
pembangunan, berawal dari fokus kebijakan
pembangunan perdesaan pada era industrialisasi
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yang terfokus untuk menurun-kan angka
kemiskinan (Swastika 2014). Kebijakan
pembangunan yang diterapkan dengan memacu
sektor manufaktur memang berhasil memacu
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,90%,
meningkatkan  lapangan  pekerjaan, serta
menurunkan angka kemiskinan (Bappenas 2004).
Namun, pengaruh tersebut ternyata tidak
sebanding dengan laju pengurangan kemiskinan,
sehingga ketimpangan pendapatan menjadi
semakin lebar (Damayanthi 2008).

Salah satu latar belakang penyebab semakin
besarnya ketimpangan tersebut adalah karena
kurang komprehensifnya pembangunan sektor
pertanian sebagai penyumbang terbesar rumah
tangga miskin pada tahun 1980-an (Booth 2000).
Target kebijakan pertanian lebih diarahkan untuk
menghasilkan produksi yang lebih tinggi, program
diturunkan secara sentralisasi dan seragam pada
lingkup nasional, dan berhasil mencapai target
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada
tingkatan tertentu (Daryanto 2012; Suradisastra
2017). Namun kebijakan yang diterapkan
tergolong tidak komprehensif karena kurang
mengintegrasikan keterkaitan dengan sektor lain
serta pertimbangan daya serap tenaga kerja yang
cenderung menurun akibat kondisi lahan yang kian
mengecil (Jamal 2009). Paradigma pendekatan
produksi ini juga kurang menaruh perhatian
kepada peningkatan kapasitas petani, yang
menyebabkan rendahnya kesempatan mereka
untuk bersaing karena tuntutan kerja yang telah
bertransisi  kepada penguasaan teknologi
(Suradisastra 2017). Akibat struktur yang lemah
dan kapasitas yang kurang untuk berkompetisi
menyebabkan desa yang bertumpu pada sektor
pertanian tidak mampu menghela pembangunan-
nya secara mandiri, yang berdampak terhadap
keterbatasan akses masyarakatnya terhadap ber-
bagai fasilitas untuk memajukan kesejahteraan.

Dengan demikian, tolak ukur kesejahteraan
sebagai hasil dari berbagai kebijakan pembangu-
nan tidak dapat hanya diukur melalui ketercapaian
dari sisi ekonomi makro seperti pendapatan, hasil
produksi, dan peningkatan lapangan pekerjaan.
Penentuan tujuan pembangunan serta mengukur
keberhasilannya menggunakan indikator tersebut
nyatanya menghasilkan kebijakan yang kurang
komprehensif dan mengakibatkan sebagian
kelompok masyarakat malah semakin terpuruk.
Tolak ukur konvensional ini tidak mampu
mengeksplorasi isu-isu ketimpangan akibat terlalu
menggeneralisasi pertumbuhan ekonomi sebagai
hasil yang baik. Gébert et al. (2017) mengemuka-
kan bahwa pendekatan ini bersifat value free, di
mana menganggap adanya hubungan linear
antara pendapatan dengan kesejahteraan, yang
secara nyata tidak bisa disederhanakan demikian.
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Pada kenyataannya, terdapat aspek-aspek
kesejahteraan yang jauh lebih luas, dan tidak
dapat digeneralisasi hanya dengan beberapa
indikator.

People centered-development muncul
sebagai paradigma alternatif yang dinilai lebih
tepat dalam merencanakan pembangunan karena
menekankan pembangunan manusia, distribusi
sumber daya yang adil, serta keberlanjutan
lingkungan sebagai perhatian utama (Brown
1985). Keberagaman manusia dari sisi budaya,
kemasyarakatan, kebutuhan dan kepentingan,
mengimplikasikan pembangunan  merupakan
proses endogen dalam artian pada praktiknya
harus mengidentifikasi, memelihara dan memper-
tahankan potensi dan sumber daya lokal (Devkota
1970). Kinerja pembangunan akan dinilai
berdasarkan kontribusi langsungnya kepada
peningkatan kesejahteraan manusia pada aspek
sosial dan psikologis, dan juga pada dimensi fisik
dan ekonomi (Korten 1984).

Filosofis paradigma tersebut kemudian
berkembang ke dalam berbagai pendekatan dan
konsep sebagai instrumen untuk operasionalisasi
acuan dalam perencanaan pembangunan. Salah
satu pendekatan yang menggunakan paradigma
tersebut adalah pendekatan kapabilitas yang
pertama kali dikemukakan oleh Sen (2000).
Kapabilitas merujuk kepada tingkat kebebasan
seseorang untuk melakukan dan menjadi (doings
and beings) sesuatu yang diinginkan, dan
dipercaya  sebagai saran utama  dari
pembangunan (Frediani dan Julia 2015; Robeyns
dan Byskov 2021). Dengan demikian, karena
cakupan pembahasannya terpaku pada aspek
kebebasan, maka pendekatan kapabilitas memiliki
kelebihan di dalam mengeksplorasi aspek-aspek
multidimensi dan lebih kontekstual sesuai dengan
karakteristik wilayah yang diidentifikasi.

Penelitian mengenai kesejahteraan petani di
Indonesia sebagian besar dilakukan dengan
mengukur nilai tukar petani yang menggambarkan
kemampuan daya beli petani terhadap konsumsi
barang. Namun indikator ini dinilai belum dinamis
terhadap perkembangan pembangunan dan
kesejahteraan petani yang semakin tumbuh
(Rachmat 2013). Kesejahteraan tidak bisa hanya
terpaku kepada kemampuan petani dalam meme-
nuhi kebutuhan hidupnya, namun mencakup
aspek yang lebih luas seperti kesempatan atau
peluang mereka untuk melakukan dan menjadi
(doings and beings) sesuatu sesuai dengan nilai
dan tujuan hidup yang dimiliki. Selain itu, evaluasi
kesejahteraan juga identik dilakukan terhadap
hasil keberjalanan program tertentu (Sinuraya et
al. 2018; Fallo et al. 2018), sehingga penilaiannya
terbatas hanya dalam kerangka kerja program.
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Penelitian kesejahteraan petani menggunakan
pendekatan kapabilitas belum pernah dilakukan
sebelumnya, sehingga menjadi penting untuk
memperluas penggunaan paradigma tersebut
untuk dapat berkontribusi terhadap pemberian
masukan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan deskripsi mengenai latar bela-
kang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengukur tingkat kapabilitas sebagai gambaran
akan kondisi kesejahteraan petani dalam konteks
tingkat kebebasannya dalam doings and beings.
Kapabilitas akan diukur berdasarkan tingkat
ketersediaan dan kebermanfaatan atas sejumlah
kelompok aset yang berperan sebagai modal,
sumber daya, akses, maupun kesempatan yang
akumulasinya akan membentuk tingkat kapa-
bilitas.ldentifikasi  lanjutan  kemudian juga
dilakukan untuk melihat aspek-aspek yang masih
kurang dan berkaitan langsung dengan isu-isu
yang dihadapi petani. Penelitian ini diperlukan
guna memberikan informasi faktual mengenai
kondisi nyata kehidupan petani pada aspek yang
lebih luas, sehingga dapat menjadi masukan
dalam perumusan program yang lebih tepat guna
pada sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Pendekatan kapabilitas didefinisikan oleh Sen
(2000) sebagai disiplin ilmu evaluasi dengan fokus
kepada pencapaian dan kebebasan seseorang
dalam hal kemampuannya untuk melakukan dan
menjadi sesuatu (Robeyns 2017). Terdapat dua
konsep kunci dalam pendekatan ini. Pertama,
functionings yaitu berbagai hal yang seseorang
lakukan atau menjadi (doing or being) (Sen 2000),
yang secara teknis hanya dapat terwujud jika
seseorang memiliki dua kemampuan, yaitu
kepemilikan komoditas/modal/sumber daya/ input;
serta situasi yang mendukung untuk bisa
mengakses kepemilikan tersebut (Pramono 2020).
Konsep kedua yaitu kapabilitas yang merujuk
kepada tingkat kebebasan untuk mencapai
kombinasi alternatif functioning (Sen 2000), atau
dapat diartikan pula sebagai besaran peluang
untuk memilih kebermanfaatan (Pramono et al.
2019). Kedua aspek ini memiliki kelebihan dalam
mengeksplorasi aspek-aspek individual, menjelas-
kan kenapa seseorang memiliki keterbatasan
untuk mencapai/menjadi sesuatu, serta dapat
menjelaskan isu-isu seperti ketimpangan dan
kemiskinan secara lebih spesifik dan tepat.

Instrumen evaluasi pembangunan wilayah
dengan pendekatan kapabilitas disusun oleh
Pramono (2020) menggunakan studi persepsi

kepada masyarakat dalam menilai pembangunan
berdasarkan tingkat kebebasan masyarakat
dalam berfungsi. Kerangka ini mengukur tingkat
kapabilitas berdasarkan identifikasi kelengkapan
aset yang merepresentasikan modal sekaligus
peluang yang bermanfaat bagi masyarakat untuk
dapat melakukan berbagai macam fungsi.
Terdapat dua aspek yang diukur, yaitu penilaian
mengenai kualitas ketersediaan/keterjangkauan
aset, dan kebermanfaatan yang dihasilkan dalam
mencapai fungsi yang dituju. Pramono (2020)
mengklasifikasikan lima kelompok aset yang
masing-masing komponennya diukur berdasar-
kan dua aspek tersebut dalam rangka melakukan
kegiatan produksi. Jenis aset yang digunakan
untuk menganalisis kapabilitas dapat bersifat
kontekstual, yang berarti dapat menyesuaikan
dengan kondisi, keadaan ataupun periode
(Pramono 2020).

Pada penelitian ini, terdapat lima kelompok
aset yang digunakan untuk mengukur kapabilitas,
sebagian besarnya disintesiskan berdasarkan
hasil studi identifikasi persepsi terhadap aset-
aset yang berpengaruh terhadap kualitas hidup
masyarakat (Pramono 2016). Hasil studi tersebut
menghasilkan 42 jenis aset, yang kemudian
dikelompokkan menjadi lima klasifikasi/kelompok
aset. Pengelompokan aset didasarkan atas
karakteristik wujudnya, yaitu berwujud dan
tanwujud; serta karakteristik kepemilikannya,
yang terdiri atas milik individu dan publik.

Lima kelompok yang digunakan yaitu aset
tanwujud individu (kemampuan dan keahlian
individu), aset institusional sosial (relasi
hubungan dan karakteristik sosial), aset berwujud
individu (aset berwujud fisik), aset berwujud
publik (sarana, prasarana, fasilitas publik dan
keadaan lingkungan) dan aset institusional
ekonomi (fasilitas, layanan dan kemudahan
akses dalam kegiatan ekonomi). Kemudian,
karena daftar aset dapat bersifat kontekstual
dalam arti dapat disesuaikan dengan
pembahasan yang sedang diteliti, maka terdapat
beberapa aset yang ditambahkan pada kelompok
aset tanwujud individu dan aset institusional
sosial. Kedua kelompok ini memiliki komponen
yang mewakili modal manusia dan modal sosial
sebagai sumber daya yang dipercaya dapat
membangkitkan tenaga pembangunan wilayah
secara endogen (Dakhli dan De Clercq 2004;
Bhandari dan Yasunobu 2009; Migheli 2011; Tan
2014).

Kondisi pembangunan
menunjukkan rural decline akibat performa
pertanian sebagai tumpuan ekonomi utama
semakin menurun (Li et al. 2019), membutuhkan
dorongan dari kedua modal internal tersebut
untuk dapat bangkit secara mandiri. Identifikasi

perdesaan yang
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terhadap tambahan  komponen tersebut
dimasukkan ke dalam kedua kelompok aset yang
diukur agar sesuai kebutuhan masyarakat
sehingga lebih komprehensif dan kontekstual
dalam mengukur kapabilitas masyarakat. Berikut
adalah daftar komponen aset yang digunakan
untuk mengukur tingkat kapabilitas masyarakat
pada penelitian ini (Tabel 1).
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Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini
adalah deduktif kuantitatif berdasarkan tinjauan
literatur mengenai pendekatan kapabilitas. Lokasi
penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria
kawasan perdesaan dengan sektor paling domi-
nan pada kegiatan pertanian, dan telah dikem-
bangkan menjadi sektor unggulan. Kecamatan

Tabel 1. Komponen aset dalam mengukur kapabilitas masyarakat

No. Komponen Aset Kategori
Aset

1  Tingkat pendidikan formal petani Aset Tanwujud

2 Kualitas kesehatan dan kekuatan petani Individu/

3 Kemampuan berbicara bahasa asing Individual Intangible
4 Kemampuan teknis pertanian (hulu, produksi, hilir) Asset (lI1A)

5  Kemampuan manajemen/tata kelola

6 Kemampuan kewirausahaan/bisnis

7  Kemampuan inovasi

8  Jangkauan akses terhadap teknik terbarukan

9 Kemampuan interpretasi informasi baru

10 Kemauan untuk belajar dan maju

11 Daya juang/ketangguhan untuk belajar dan maju

12 Lahan/ruang untuk bermukim Aset Berwujud Individu/
13 Lahan/ruang untuk berusaha/bertani Individual Tangible
14 Memiliki alat transportasi Asset (ITA)

15  Memiliki alat komunikasi

16  Memiliki perangkat untuk mengakses informasi

17  Kecukupan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari

18 Memiliki tabungan

19 Kualitas lingkungan (kebersihan, air, udara, taman publik) Aset Berwujud Publik/
20  Produktivitas/kualitas lahan Public Tangible Asset
21  Keamanan dari bencana (PTA)

22 Kesiapan pemerintah/masyarakat terhadap manajemen bencana

23  Kualitas sarana pendukung produksi pertanian

24 Kualitas sarana pendukung industri lokal

25 Ketersediaan jaringan jalan (jalan/ kendaraan umum)

26 Ketersediaan fasilitas transportasi umum

27  Kualitas transportasi publik

28 Ketersediaan fasilitas pendidikan

29 Ketersediaan fasilitas kesehatan

30 Ketersediaan fasilitas pasar/perdagangan

31 Kemudahan akses air bersih

32 Ketersediaan internet untuk masyarakat

33 Keikutsertaan dalam organisasi sosial kemasyarakatan Aset Institusional
34 Keikutsertaan dalam organisasi sektoral pertanian Sosial/

35 Keterlibatan dalam forum diskusi usaha pertanian Social Institutional
36 Pertukaran informasi terbarukan mengenai sektor pertanian Asset (SIA)

37 Intensitas gotong royong dan kerja sama

38  Tingkat solidaritas

39 Tingkat kejujuran dan kepercayaan dalam masyarakat

40 Kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman/kredit Aset Institusional
41 Kemudahan mendapatkan pekerjaan Ekonomi

42  Kesempatan untuk memulai usaha Economy Institutional
43 Peluang menyalurkan aspirasi/berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan Asset (EIA)

44  Kemudahan mendapatkan barang konsumsi sehari-hari

45  Kemudahan mendapatkan bahan baku produksi pertanian

46  Kemudahan pemasaran produk pertanian

47  Peluang dalam mendapatkan bantuan/subsidi pemerintah dalam kegiatan pembangunan

48 Kemudahan pendaftaran jaminan kesehatan

49  Kemampuan untuk membayar biaya pendidikan

50 Kemampuan untuk membeli/mendapatkan/menyewa rumah

51 Kemampuan pembayaran biaya transportasi

Sumber: Cohen dan Levinthal 1989; Ghani 2013; Putterman 2013;

Pramono 2016
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Ampek Angkek dipilih karena merupakan salah
satu sentra pertanian khususnya komoditas
tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat.
Pembangunan sektor pertanian telah diinisiasi
sejak awal tahun 2000-an, dan penelitian di wilayah
ini akan mampu mendeskripsikan keadaan
kesejahteraan petani pada kawasan yang sektor
pertaniannya telah cukup berkembang.

Pengumpulan data dilakukan secara primer
melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner
berisikan 51 komponen aset untuk mengukur
kapabilitas, yang masing-masingnya diberikan
skor secara persepsi atas seberapa tinggi tingkat
kualitas ketersediaan/keterjangkauannya, dan
kebermanfaatannya dalam kegiatan produksi
maupun kehidupan sehari-hari. Rentang skor
diberikan antara -2 hingga 2 yang dapat meng-
gambarkan dikotomi dua arah terhadap kapabilitas
yang terbentuk, serta untuk menyederhanakan
penghitungan  dan interpretasi  kuesioner
(Pramono 2020). Penggunaan arah positif dan
negatif dapat memberikan posisi yang lebih jelas
sehingga deskripsi atas kontribusinya bisa
dipahami secara lebih konkret. Interpretasi atas
rentang skor tersebut disajikan pada Tabel 2
berikut.

Tabel 2. Rentang penilaian aset

Rentang Kualitas Tingkat
nilai ketersediaan kemanfaatan
-2 Sangat buruk Sangat menghambat
-1 Buruk Cukup
0 Cukup Tidak jelas
1 Baik Membantu
2 Sangat baik Sangat membantu

Sumber: Pramono 2020

Responden  dipilih  secara  purposive
berdasarkan rekomendasi dari Balai Penyuluh
Pertanian (BPP) Kecamatan Ampek Angkek.
Representasi petani dipilih dari keseluruhan
petani yang terdaftar dalam BPP sejumlah 2.307
orang, dan didapatkan sebanyak 47 orang
responden dari ketujuh nagari. Pemilihan
dilakukan berdasarkan kemampuan petani dalam
memberikan penilaian secara objektif.
Wawancara dilakukan kepada para penyuluh
pertanian, dan juga perwakilan petani yang dipilih
melalui rekomendasi penyuluh. Waktu
pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari
hingga April 2021.

Analisis Data

Penilaian Indeks Kapabilitas Masyarakat
(Community Capability Index/CCl) dihitung
berdasarkan kerangka yang disusun oleh

Pramono (2016). Hasil penilaian berdasarkan
persepsi nilai keterjangkauan dan keberman-
faatan terhadap 51 jenis aset dirata-ratakan untuk
seluruh responden, dan kemudian penghitungan
CClI dilakukan menggunakan rumus berikut.

CCl= %AFZ

Keterangan:

A =rerata skor keterjangkauan seluruh aset
F  =rerata skor kebermanfaatan seluruh aset
CCI =indeks kapabilitas masyarakat

Rentang hasil penghitungan CCI berkisar
antara -1 s.d 1, yang diinterpretasikan bersamaan
dengan nilai rerata A dan F. Indeks kapabilitas
menunjukkan serangkaian fungsi yang tersedia
bagi masyarakat untuk dimiliki, sehingga, dapat
dikatakan bahwa ketika nilai CCI telah mendekati
1 dan nilai A dan F mendekati 2, maka
masyarakat memiliki tingkat kesempatan yang
lebih tinggi untuk mencapai kondisi hidup yang
diinginkan, serta tingkat kesejahteraan yang
semakin tinggi pula. Interpretasi terhadap indeks
yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Hasil penilaian terhadap rerata A, F, dan CCI
juga ditampilkan dalam kuadran indeks kapabilitas
masyarakat yang dapat menggambarkan kondisi
perkembangan masyarakat pertanian secara
umum. Grafik tersebut dapat memperlihatkan
vektor arah energi kapabilitas, apakah telah
bernilai positif, yang menandakan kemajuan atau
perkembangan yang baik, atau sebaliknya. Posisi
kuadran tersebut juga dapat menampilkan posisi
dan arah nilai ketersediaan dan kebermanfaatan
aset, sehingga dapat diinterpretasikan secara
lebih lengkap. llustrasi kuadran CCI dapat dilihat
pada Gambar 1.

Selanjutnya, interpretasi hasil pengukuran
untuk masing-masing kategori aset kemudian
dianalisis secara deskriptif berdasarkan informasi
tambahan yang diperoleh dari hasil wawancara,
observasi dan juga data sekunder. Hasil dari
identifikasi tersebut kemudian digunakan untuk
mengelompokkan kategori dan komponen aset
apa saja yang masih kurang memadai, sekaligus
yang telah memiliki kualitas dan kebermanfaatan
cukup baik. Tabulasi yang dihasilkan akan dikait-
kan juga dengan gambaran umum karakteristik
petani dari aspek sosial maupun ekonomi serta
tinjauan teoritis terhadap kontribusinya dalam
kebermanfaatan petani. Dengan demikian, hasil
analisis dapat menjelaskan secara lebih
komprehensif mengenai hubungan yang terbentuk
antara aset, kebermanfaatan yang menjadi
potensi sekaligus hambatannya, serta kaitannya
dengan tingkat kapabilitas petani.
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Tabel 3. Interpretasi pengelompokan hasil CCI

A F CClI Interpretasi
Keadaan paling buruk karena aset
2 -2 -1 sangat menghambat dan akan terus
memburuk
Kondisi dianggap sangat buruk
2 5 1 karena adanya peralihan negatif,
dari kondisi paling baik menjadi
paling buruk
-1 -2 -0,5 Energi kapabilitas mendorong tren
-1 2 -0,5 negatif
-2 -1 -0,25
2 1 -0,25
-1 -1 -0,125
-1 1 -0,125
2 Stagnan atau mandek, hidup
1 berjalan tetap. Kondisi sebenarnya
0o 0 0 berggntung _kepada nilai F. JiI_(Q
1 positif, berarti mandek dalam kondisi
5 yang bagus, jika negatif berarti
mandek dalam kondisi buruk
1 -1 0,125 Energi kapabilitas mendorong tren
1 1 0,125 positf
2 -1 0,25
2 1 0,25
1 -2 0,5
1 2 0,5
Kondisi ini dianggap yang terbaik
2 -2 1 karena adanya perubahan positif,
dari yang terburuk menjadi lebih baik
Kondisi terbaik dan tertinggi karena
2 2 1 aset sangat membantu, tersedia dan

terjangkau

Sumber: Pramono 2020, p. 137-138
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah dan Karakteristik
Petani Responden

Kecamatan Ampek Angkek terdiri atas tujuh
nagari (setingkat desa) dan terletak di Kabupaten
Agam, Sumatera Barat. Wilayah ini menjadi salah
satu sentra utama produksi pertanian karena
didukung oleh kondisi geografis yang cenderung
landai, terletak di kaki Gunung Marapi dengan
kondisi tanah cukup subur, serta dukungan iklim
dan cuaca yang sejuk (BPP Kecamatan Ampek
Angkek 2019). Sebagian besar hasil pertanian
dijual untuk menyuplai kebutuhan pangan primer,
kegiatan industri pengolahan, serta perdagangan
dan jasa di kawasan Kota Bukittinggi dan wilayah
Agam Timur.

Secara historis, Kecamatan Ampek Angkek
telah ditetapkan sebagai wilayah rintisan
pengembangan kawasan agropolitan melalui
Surat Keputusan Menteri Pertanian  No.
312/TU.210/A/X/2002 (Kasmadiharja et al. 2016).
Pemerintah pusat dan daerah kemudian memulai
pembangunan dan peningkatan infrastruktur
pendukung seperti jalan, irigasi, jembatan, pasar
dan laboratorium, serta bantuan bibit dan modal
budi daya kepada petani (Depkimpraswil 2003;
Yunelimeta 2008; Bappeda Sumbar 2018).
Kemudian melalui Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Agam tahun 2010-2030, kecamatan
ini ditetapkan sebagai kawasan strategis
agropolitan dengan komoditas pertanian tanaman
pangan dan hortikultura. Hingga saat ini, mayoritas
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Gambar 1. Kuadran indeks kapabilitas masyarakat
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kebijakan dan program pembangunan pertanian
dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam,
dengan tujuan utama untuk peningkatan produksi,
daya saing produk dan pengembangan sarana
prasarana pertanian (Disperta Agam 2018).
Beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya
adalah pemberian sarana produksi tani seperti
benih dan mesin traktor, perbaikan dan pem-
bangunan infrastruktur seperti irigasi dan parit,
serta sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan
pertanian (BPP Kecamatan Ampek Angkek 2019).

Berdasarkan wawancara dengan para
penyuluh BPP Kecamatan Ampek Angek,
diketahui bahwa sebagian besar komoditas yang
ditanami petani lokal adalah padi. Komoditas
kedua terbesar adalah ubi, diikuti oleh tanaman
sayuran.

Sistem kepemilikan lahan petani dapat
dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu petani
pemilik lahan, petani dengan lahan sewa, dan
buruh tani/pekerja lepas (seperti tercantum pada
Tabel 3). Petani yang memiliki lahan umumnya
adalah penduduk lokal asli, kepemilikan lahan
diperoleh secara turun temurun. Adapun petani
dengan lahan sewa dan buruh tani umumnya
merupakan penduduk pendatang dari luar
kecamatan (namun masih wilayah Kabupaten
Agam dan sekitarnya) yang datang dan bermukim
untuk bekerja.

Tabel 4. Karakteristik petani responden

Karakteristik petani yang dikumpulkan dari
kuesioner digolongkan berdasarkan pendidikan,
status pekerjaan, penghasilan per bulan, lama
bekerja, serta pendapatan, pertumbuhan pen-
dapatan, dan kondisi ketimpangan pendapatan.
Berikut adalah tabulasi karakteristik petani di
Kecamatan Ampek Angkek yang tersaji pada
Tabel 4.

Berdasarkan pengelompokan karakteristik
nonekonomi, dapat dilihat bahwa status kerja dan
lama bekerja petani di Kecamatan Ampek Angkek
secara umum merata pada masing-masing
kategori. Adapun dari sisi pendidikan, sebagian
besar petani telah menamatkan jenjang SMA. Dari
aspek ekonomi, dapat diketahui bahwa kondisi
perekonomian petani dari sisi penghasilan dan
ketimpangannya berada dalam keadaan yang
belum baik atau belum optimal. Sebagian besar
petani masih memiliki pendapatan di bawah
standar Upah Minimum Regional (UMR) Sumatera
Barat sebesar Rp2,48 juta (tahun 2020-2021).
Hal ini berarti terdapat beberapa kebutuhan hidup
yang tidak terpenuhi secara  maksimal.
Pertumbuhan pendapatan yang juga menurun
yang dirasakan oleh lebih dari setengah jumlah
petani mengindikasikan tidak ada perubahan
dalam kualitas kehidupan petani. Kondisi serupa
juga didukung oleh penelitian lain mengenai
kesejahteraan petani dari sisi pendapatan di
berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan

Karakteristik Kategori Jumlah responden (orang)  Persentase (%)
Pendidikan terakhir SD 7 14,89
SMP 11 23,40
SMA 21 44,68
PT/ Diploma 8 17,02
Status pekerjaan Pemilik lahan dan pengusaha tani 16 34,04
Petani lahan sewa 13 27,66
Buruh tani lepas (harian) 18 38,30
Lama bekerja 0s.d. 5 tahun 14 29,79
5 s.d. 15 tahun 20 42,55
Di atas 15 tahun 13 27,66
Rerata penghasilan < 1juta/ bulan 24 51,06
1s.d. 2,4 jutal bulan 18 38,30
2,4 s.d. 5juta/ bulan 5 10,64
Kondisi pendapatan 2-3 Menurun 29 61,70
tahun ini Tetap 8 17,02
Meningkat 10 21,28
Persepsi ketimpangan Jauh di bawah rata-rata 9 19,15
pendapatan Di bawah rata-rata 16 34,04
Sama dengan rata-rata 22 46,81

Sumber: Analisis Penulis (2021)
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tingkat kesejahteraan yang rendah (Martina dan
Praza 2018; Mustika 2019; Rahayu et al. 2021).
Dalam memandang keadaan ekonomi petani
dengan masyarakat sekitarnya, lebih dari
setengah dari jumlah petani juga merasakan
bahwa keadaannya berada di bawah rata-rata
penduduk nagari. Sebagian wilayah Kecamatan
Ampek Angkek termasuk ke dalam kawasan
perkotaan Bukittinggi, dan jenis pekerjaan
penduduknya sudah lebih beragam, khususnya
pada sektor sekunder dan tersier. Hal ini
menyebabkan adanya persepsi petani bahwa
pekerjaan yang digeluti kurang memberikan
penghidupan yang layak dibandingkan dengan
warga sekitar. Persepsi ini juga didukung dengan
kondisi pendapatan petani yang memang masih
belum sesuai dengan standar UMR.

Tingkat Kesejahteraan Petani Berdasarkan
Perspektif Kapabilitas

Berdasarkan  perhitungan  menggunakan
rumus indeks kapabilitas masyarakat, hasil
analisis menunjukkan indeks kapabilitas petani
adalah 0,14, rerata keterjangkauan aset (A) adalah
0,65, dan rerata kebermanfaatan aset (F) adalah
1,31. Indeks kapabilitas tersebut menunjukkan
angka yang tidak terlalu tinggi (rentang indeks -1
s.d. 1, namun telah memiliki arah yang positif.
Hasil ini menandakan serangkaian aset yang ada
telah mampu menciptakan peluang terhadap
kebermanfaatan petani, meskipun kesempatan
yang tersedia belum terlalu maksimal. Jika
ditempatkan pada kuadran CCI seperti yang tersaji
pada Gambar 2, posisi A, F dan CCl pada kuadran
satu (K1) menunjukkan tren perkembangan
kapabilitas petani yang semakin baik. Rerata
kualitas ketersediaan aset pada rentang antara
cukup menuju baik. Meskipun nilai A tidak begitu
baik, petani memberikan penilaian yang cukup
tinggi terhadap kebermanfaatan yang dirasakan,
sehingga nilai kapabilitas yang terbentuk telah
memiliki arah dan kecenderungan yang semakin
berkembang.

Kesejahteraan dalam paradigma pendekatan
kapabilitas berarti kebebasan untuk melakukan
aktivitas dan mencapai keadaan yang bernilai,
dan secara kontekstual merupakan tingkat
kesempatan untuk meraih capaian tersebut
(Alkire 2016). Hasil analisis menunjukkan bahwa
tingkat kapabilitas yang dimiliki oleh petani sudah
memiliki tren yang baik, aset-aset yang ada telah
mampu mengakumulasi penciptaan peluang dan
kesempatan terhadap perwujudan kebebasan
petani dalam kehidupannya. Namun, derajat
kebebasan yang masih belum tinggi berimplikasi
kepada terbatasnya kebermanfaatan yang dapat
dimiliki oleh petani. Untuk dapat memahami
komponen apa saja yang memerlukan
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peningkatan agar dapat memaksimalkan
kapabilitas petani, diperlukan penjabaran lebih
lanjut terhadap kelima kategori aset yang diukur
pada bagian berikut.
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Sumber: Analisis penulis (2021)

Gambar 2. Grafik kuadran indeks kapabilitas
masyarakat petani Kecamatan Ampek
Angkek

Kondisi Aset Petani

Aset Tanwujud Individu

Aset tanwujud individu merepresentasikan
kemampuan atau keahlian yang melekat pada
masing-masing individu, dan umumnya
berpengaruh  secara  langsung  terhadap
produktivitas kinerja pekerjaan. Pada aspek
ketersediaan aset, penilaian dilakukan dengan
persepsi individu mengenai kualitas kemampuan
yang dimiliki, sedangkan pada  aspek
kebermanfaatan, penilaian dikhususkan kepada
tingkat manfaat yang diberikan pada kegiatan
pertanian. Hasil penilaian atas kedua aspek
tersebut untuk masing-masing komponen aset
tersaji pada Gambar 3 berikut.
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Rerata hasil yang didapatkan pada aspek
keterjangkauan (A) petani adalah sebesar 0,60,
artinya di antara cukup dan baik. Aset tanwujud
dengan kualitas baik (dengan rerata skor 1)
berdasarkan persepsi petani adalah pendidikan
formal, kesehatan dan kekuatan, serta kemauan
dan daya juang untuk belajar dan maju. Dari hasil
ini diketahui bahwa petani memiliki modal
kekuatan yang baik untuk melakukan usaha tani,
serta motivasi untuk terus maju. Pada aspek
kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat
berkontribusi kepada kemajuan dan daya saing
sektor pertanian, yaitu kemampuan teknis,
manajemen, kewirausahaan, inovasi, serta akses
dan informasi teknik terhadap teknik terbarukan,
analisis menunjukkan angka berkisar antara 0,45
— 0,64, yang berarti masih belum mencapai
kategori baik untuk dapat menciptakan daya saing.
Selain itu, terdapat satu komponen dengan
penilaian keterjangkauan negatif, yaitu bahasa
asing dengan interpretasi agak buruk.

Pada aspek kebermanfaatan, petani secara
umum menjawab secara rata (kecuali untuk
komponen kemampuan bahasa asing) pada
angka 1,30 — 1,51, yang menggambarkan aset
memberikan manfaat terhadap kelancaran proses
usaha tani. Adapun aset yang memberikan
manfaat tertinggi adalah kesehatan dan kekuatan,
informasi terbarukan, serta kemauan dan daya
juang. Hal ini memperlihatkan bahwa selain
mengandalkan kekuatan fisik dan berusaha tani,
petani telah menyadari akan manfaat terhadap
akses informasi serta motivasi untuk maju.

Aset Berwujud Individu

Aset berwujud individu menggambarkan aset-
aset yang memiliki wujud fisik dan biasanya
diasosiasikan sebagai modal untuk kegiatan
produksi. Kepemilikan aset ini juga banyak
digunakan sebagai ukuran tingkat kekayaan
seseorang secara konvensional.

Berdasarkan hasil analisis yang tersaji pada
Gambar 4, dapat dilihat bahwa ketersediaan aset
berwujud petani secara rata-rata berada pada
kondisi sedikit di atas cukup dengan nilai yang
lebih rendah dari aset tanwujud individu.
Terdapat komponen dengan nilai negatif, yaitu
tabungan, yang merepresentasikan keadaan
yang buruk/kurang. Ketidakstabilan pendapatan
yang diterima oleh petani menjadi penyebab
utama belum mampunya mereka untuk memiliki
tabungan. Selain itu masih banyaknya petani
dengan status pekerja harian dengan periode
kerja yang tidak tetap juga menjadi latar belakang
rendahnya angka untuk komponen ini.

Pada aspek kebermanfaatan, rerata untuk jenis
aset ini juga menunjukkan nilai yang lebih rendah

dibandingkan dengan aset tanwujud. Represen-
tasi angka 1,20 pada Gambar 4 menunjukkan
adanya kebermanfaatan yang dirasakan oleh
petani dengan adanya kepemilikan aset tersebut.
Komponen kepemilikan alat komunikasi mendapat
nilai tertinggi, yang menandakan bahwa para
petani telah merasakan adanya manfaat terhadap
pertukaran informasi dari proses komunikasi. Dari
sisi pekerjaan, manfaat utamanya didapatkan dari
adanya grup sosial media antarpetani yang dapat
memberikan banyak informasi terbaru.
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Gambar 4. Grafik pengukuran aset
individu

berwujud

Aset Berwujud Publik

Aset berwujud publik merepresentasikan
berbagai fasilitas dan layanan publik yang dapat
diakses masyarakat secara luas, dan merupakan
kelompok dengan jumlah komponen paling
banyak. Kelompok aset ini secara umum
mendukung terselenggaranya kegiatan sehari-
hari petani, baik dari aktivitas ekonomi maupun
nonekonomi. Hasil penilaian terhadap kelompok
aset ini tersaji pada Gambar 5.

Pada aspek ketersediaan dan keberman-
faatan, kelompok aset ini mendapatkan nilai
rerata tertinggi di antara kelima aset lain, aset
memiliki kualitas baik dan tidak terdapat satu pun
aset yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan
bahwa secara umum kondisi fasilitas publik di
Kecamatan Ampek Angkek berada pada kualitas
baik dan memberikan manfaat bagi para petani
lokal. Beberapa komponen utama dan
pendukung untuk kegiatan pertanian seperti
produktivitas lahan, kualitas jaringan jalan,
ketersediaan transportasi umum, fasilitas pasar
dan air bersih dinilai oleh petani memiliki kualitas
keterjangkauan yang baik dan memberikan
kebermanfaatan paling tinggi bagi kegiatan
petani.
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Gambar 5. Grafik pengukuran aset berwujud
publik

Empat aset dengan nilai keterjangkauan lebih
rendah dari satu adalah ketersediaan sarana
produksi tani dan industri, kualitas transportasi
publik, dan ketersediaan internet. Hasil
observasi, wawancara dan data sekunder
menunjukkan untuk komponen sarana produksi
tani dan industri, mayoritas masih berskala mikro
di mana modal usaha dipenuhi secara individu.
Subterminal agribisnis yang telah dibangun sejak
tahun 2003 tidak digunakan untuk kegiatan
pemasaran produk pertanian dan hanya
difungsikan sebagai tempat penyimpanan
beberapa jenis komoditas. Selain itu, untuk
teknologi pertanian yang digunakan masih
bersifat semi tradisional, proses usaha tani mulai
dari pembibitan hingga panen dilakukan secara
manual dengan sedikit bantuan traktor pada saat
penyiapan lahan. Kemudian pada komponen
kualitas transportasi publik (kenyamanan dan
kelancaran), sarana yang tersedia adalah
angkutan umum yang menghubungkan antara
pusat Kota Bukittinggi dengan ibukota kecamatan
di Nagari Baso. Angkutan tersebut melewati jalan
kolektor primer, dan sering terjadi kemacetan
pada saat-saat jam sibuk. Untuk komponen
akses internet, hasil observasi menunjukkan
bahwa wilayah yang jauh dari jalan raya (seperti
Nagari Panampuang dan Lambah) mendapatkan
koneksi internet yang sangat lemah dan hanya
bisa mengakses telepon dan pesan teks.

Aset Institusional Sosial

Aset institusional sosial menggambarkan
serangkaian modal yang dapat memberikan
individu kesempatan yang lebih luas untuk
meningkatkan kapabilitas maupun modal lain
dalam kebermanfaatannya. Sumber daya ini
dapat digunakan untuk memperluas jejaring guna
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mendapatkan informasi serta peluang kerja sama
dan berpartisipasi dalam mendapatkan manfaat.
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Gambar 6. Grafik pengukuran aset institusional
sosial

Aspek ketersediaan pada kelompok aspek ini
menggambarkan tingkat intensitas keikutsertaan
petani dalam masing-masing komponen aset.
Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 6,
diketahui bahwa ketujuh komponen memiliki nilai
mendekati satu atau dapat diartikan intensitas
keikutsertaan antara cukup dan sering. Sebagian
besar petani yang menjadi responden merupakan
anggota kelompok tani yang menurut para
penyuluh cukup responsif dalam mengikuti
kegiatan. Adapun untuk kegiatan penyuluhan
oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan
Ampek dilakukan sebanyak satu hingga dua kali
dalam sebulan. Intensitas keikutsertaan petani
bersifat fluktuatif, di mana biasanya akan ber-
kurang di saat awal dan akhir siklus usaha tani.

Dalam hal kebermanfaatan, berdasarkan
Gambar 6, kelompok aset ini mendapatkan angka
yang cukup rata antara 1,40 hingga 1,55 yang
merepresentasikan adanya manfaat yang
diberikan aset pada tingkat cukup tinggi.
Komponen yang mendapatkan nilai tertinggi
adalah gotong royong dan kerja sama, yang
biasanya tercermin utamanya dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan dan juga pada sebagian
proses usaha tani. Dalam hal kegiatan sosial
kemasyarakatan, gotong royong dapat dilihat
pada acara-acara adat dan keagamaan di mana
diselenggarakan dengan bantuan warga sekitar.

Aset Institusional Ekonomi

Aset institusional ekonomi menggambarkan
serangkaian kesempatan/peluang yang dimiliki/
disediakan, khususnya dalam hal kemudahan
pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta akses
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untuk menunjang kebutuhan proses usaha
produktif.
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Rerata A: 0,51 Rerata F: 1,11

Sumber: Analisis penulis (2021)

Gambar 7. Grafik pengukuran aset institusional
ekonomi
Berdasarkan Gambar 7, rerata aspek

ketersediaan untuk kelompok aset ini adalah 0,51
atau diinterpretasikan antara cukup dan baik. Hal
tersebut menandakan bahwa kondisi akses
terhadap kemudahan petani dalam menjalankan
usahanya, mulai dari mendapatkan input hingga
pemasaran, serta dalam mendapatkan barang
konsumsi masih belum mencapai keadaan yang
baik atau mudah. Terdapat tiga komponen dengan
nilai keterjangkauan mendekati nol, yaitu akses
terhadap pinjaman/kredit, kesempatan untuk
mendapatkan pekerjaan dan kemudahan dalam
menyewa dan membeli rumah. Untuk komponen
pinjaman, diketahui bahwa terdapat sembilan
lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) yang
tersebar di tujuh nagari di Kecamatan Ampek
Angkek dan dapat diakses oleh petani anggota
kelompok tani. Namun para petani cenderung
untuk tidak menggunakannya jika tidak mendesak
dikarenakan adanya kecenderungan untuk meng-
hindari praktik kredit serta ketidakdamaian akan
perasaan memiliki hutang. Kesempatan untuk
mendapatkan pekerjaan serta membeli/membayar
sewa rumah juga mendapatkan nilai akses
mendekati nol, karena hal ini berkaitan dengan
masih banyaknya petani yang berstatus sebagai
petani dengan lahan sewa atau buruh tani harian.
Petani yang tidak memiliki lahan umumnya adalah
penduduk pendatang yang belum memiliki hunian
tetap. Terdapat keterbatasan jenis pekerjaan yang
dapat diakses oleh para petani tersebut,
mayoritasnya hanyalah pada bidang jasa sebagai
pegawai toko ataupun sebagai buruh yang
mengandalkan kekuatan fisik. Adapun komponen
kesempatan untuk memulai/menjalankan usaha
juga tidak berada dalam keadaan baik dengan
rerata nilai akses 0,47. Dua komponen dengan

nilai akses mendekati satu adalah akses untuk
kemudahan dalam mendapatkan barang
konsumsi sehari-hari, bahan baku produksi, serta
pemasaran hasil produksi. Kondisi ini didukung
oleh lokasi Kecamatan Ampek Angkek yang
sebagian wilayahnya adalah termasuk ke dalam
kawasan perkotaan Bukittinggi.

Rerata untuk aspek kebermanfaatan pada
kelompok aset ini mendapat nilai paling rendah di
antara kelima jenis aset. Terdapat tiga komponen
aset dengan kebermanfaatan di bawah satu, yaitu
akses untuk mendapatkan pinjaman/kredit,
kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, dan
kemampuan pembayaran biaya transportasi.
Untuk dua aset pertama yaitu pinjaman dan
kemudahan mendapatkan pekerjaan, jangkauan
akses yang dirasakan petani memang masih
belum memadai sehingga tidak dirasakan
manfaatnya secara langsung. Untuk komponen
pembayaran biaya transportasi, rerata jangkauan
kemampuan petani berada pada angka 0,40 atau
masih dikategorikan cukup/biasa saja. Interpretasi
kebermanfaatan yang hampir mendekati satu
menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu,
komponen biaya transportasi mungkin membebani
petani utamanya dalam pengeluaran modal. Biaya
transportasi biasanya dikeluarkan pada saat
membeli kebutuhan modal penanaman seperti
pupuk dan pestisida, serta pada saat panen untuk
pengangkutan ke pedagang pengumpul.
Kebutuhan volume yang diangkut dalam jumlah
besar mungkin dirasakan bagi sebagian petani
agak memberatkan dalam pengeluaran biaya
transportasi.

Aset yang Belum Memadai dan Implikasinya
terhadap Perwujudan Kebermanfaatan Petani

Hasil analisis indeks kapabilitas petani di
Kecamatan Ampek Angkek yang memiliki angka
positif menunjukkan aset-aset yang ada telah
mampu berkontribusi dalam menciptakan peluang
bagi petani, namun nilai yang masih relatif rendah
menunjukkan tingkat kesempatan yang dimiliki
masih terbatas. Kesejahteraan petani dapat
dikatakan masih belum optimal karena derajat
kebebasan yang relatif rendah, sehingga
berimplikasi kepada keterbatasan untuk meraih
kehidupan yang berkualitas.

Hasil analisis tersebut juga dapat dikaitkan
dengan gambaran umum ekonomi petani
(sebagaimana terangkum pada Tabel 4), hampir
90% masih belum memiliki penghasilan yang
cukup untuk mencapai taraf hidup layak sesuai
dengan standar UMR. Kondisi pendapatan dalam
beberapa tahun ke belakang juga tidak membaik,
dan akan sangat menghambat petani untuk
mewujudkan banyak kebermanfaatannya dalam
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berusaha tani. Aset sebagai komponen utama
yang dinilai pada penelitian ini, berkontribusi
dalam perwujudan kebermanfaatan petani.
Identifikasi lanjutan untuk mengetahui pada aset-
aset mana saja yang masih belum optimal
kemudian berguna untuk mengetahui
kebermanfaatan apa saja yang terhambat dan
berpengaruh  terhadap kapabilitas  petani,
khususnya dalam proses berusaha tani.
Penelusuran akan dikhususkan kepada aset-aset
yang masih mendapatkan nilai kualitas
ketersediaan (A) paling rendah (di bawah 0,5), dan
memiliki kebermanfaatan (F) positif.

Hasil pengelompokan sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 5 menunjukkan terdapat
empat belas komponen dari tiga kategori aset
dengan nilai penguasaan di bawah 0,50, dengan
perincian yaitu aset berwujud individu (4 dari 6
aset), aset institusional ekonomi (7 dari 12 aset)
dan aset tanwujud individu (3 dari 11 aset).

Tabel 5. Komponen aset yang belum memadai

No. Komponen Aset A F Kategori
1. Bahasa asing -0,51 0,89 A
2. Tabungan -0,21 0,89 ITA
3. Pinjaman 0,06 0,68 EIA
4. Alat transportasi 0,21 1,11 ITA
5. Mendapatkan pekerjaan 0,21 0,94 EIA
6. Pembelian/ sewa rumah 0,26 1,00 EIA
7. Tingkat pendapatan 0,34 1,23 ITA
8. Biaya transportasi 0,40 0,98 EIA
9. Alat akses informasi 0,43 1,28 ITA
10. Kewirausahaan 0,45 1,30 A
11. Bantuan/subsidi 0,45 1,23 EIA

pemerintah

12. Biaya pendidikan 0,45 1,19 EIA
13. Interpretasi informasi 0,47 1,40 A

untuk keahlian teknis

14. Kemudahan memulai/ 0,47 1,13 EIA

menjalankan usaha
Sumber: Analisis Penulis (2021)
Dari keempat belas komponen yang

mendapatkan nilai belum memadai jika dikaitkan
dengan sistem usaha tani, maka sebagian
besarnya dapat dikelompokkan kepada aspek
modal finansial (tabungan, akses terhadap
pinjaman dan subsidi/ bantuan pemerintah, tingkat
pendapatan dan kemampuan biaya transportasi)
serta modal manusia (kemampuan bahasa asing,
kewirausahaan dan interpretasi untuk keahlian
teknis) (Barry dan Robison 2001; Huffman 2001).

Dalam hal permodalan finansial, penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa modal
pembiayaan berperan dalam peningkatan input
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usaha tani untuk pengembangan skala usaha,
hasil produksi dan keuntungan usaha tani (Barry
dan Robison 2001; Desfiyani 2014; Aminda et al.
2018; Guswardi 2020). Pendapatan, tabungan
serta akses terhadap pinjaman/ kredit merupakan
sumber utama bagi petani untuk mendapatkan
modal keuangan untuk membiayai berbagai input
yang dibutuhkan. Pendapatan yang kurang stabil,
preferensi yang kurang baik atas kredit, serta
tidak terpenuhinya syarat-syarat pengajuan kredit
menjadi penghambat bagi petani untuk memiliki
modal finansial yang layak. Keterbatasan
tersebut membuat petani cenderung untuk
menghindari risiko untuk menambah modal
finansial baik untuk peningkatan input ataupun
sarana pendukung lain, sehingga akan sangat
sulit pula untuk dapat meningkatkan profitabilitas
usaha. Hal ini berdampak kepada performa
usaha dari sisi pendapatan yang dimiliki petani
yang sulit untuk meningkat.

Adapun aset tanwujud individu Kkhususnya
pada kelompok modal manusia intelektual,
berperan dalam peningkatan produktivitas usaha
pertanian serta daya saing melalui kemudahan
adopsi teknologi, penciptaan inovasi, dan
mengurangi beban pekerja (Huffman 2001). Hasil
wawancara  dengan  penyuluh  pertanian
menyebutkan bahwa untuk kemampuan teknis
budi daya, petani umumnya telah menguasai
keahlian yang memadai. Namun dalam hal ke-
mampuan untuk berinovasi dan mengembangkan
usaha lanjutan lebih dari sekedar penjualan
produk mentah, para petani belum memiliki
kapasitas yang cukup pada bidang tersebut. Aset
ini sangatlah krusial karena merupakan tenaga
endogen utama yang mampu mengombinasikan
dan mengembangkan sumber daya lain, dan
memiliki keunikan dalam keberadaannya yang
tidak akan habis (Zaika dan Gridin 2020).
Keterbatasan tersebut menyebabkan petani akan
sulit untuk menerapkan sistem perencanaan
usaha, inovasi, hingga manajemen yang berguna
dalam membangun rantai usaha yang lebih
panjang dan dapat meningkatkan nilai tambah
produk pertanian. Kondisi saat ini, petani hanya
melakukan penjualan produk mentah berupa
gabah ataupun produk hortikultura lain kepada
pedagang perantara atau pengepul. Siklus usaha
tersebut sulit untuk dikembangkan sehingga tidak
memberikan nilai tambah yang besar bagi
pendapatan petani.

Meskipun demikian, sumber daya lain berupa
aset pada bidang infrastruktur, layanan publik dan
lingkungan fisik, serta kompetensi modal manusia
dasar mendapatkan kualitas ketersediaan yang
baik dengan kebermanfaatan yang cukup tinggi.
Sebagaimana tersaji pada Tabel 6, ketersediaan
dan kebermanfaatan untuk komponen aset ini



MENGUKUR KESEJAHTERAAN PETANI BERDASARKAN INDEKS KAPABILITAS MASYARAKAT: 93

STUDI KASUS DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM

Marlina Wirmas, Retno Widodo Dwi Pramono

mendapatkan nilai yang cukup baik dan menjadi
potensi untuk diberdayakan guna menanggulangi
keterbatasan kebermanfaatan tersebut pada
tingkat tertentu.

Infrastruktur secara luas dapat memberikan
kemudahan aksesibilitas, peningkatan produk-
tivitas, hingga peningkatan pendapatan petani
(Suwardi 2011; Llanto 2012; Subroto dan Sapha
2016). Identifikasi di Kecamatan Ampek Angkek
menunjukkan kondisi infrastruktur dan lingkungan
yang sangat mendukung bagi kegiatan pertanian,
sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih
optimal. Ketersediaan jaringan jalan, fasilitas
pasar, dan sarana transportasi umum merupakan
aset publik yang tersedia dalam kualitas baik dan
berperan dalam kemudahan aksesibilitas guna
menekan biaya pada besaran tertentu. Kualitas
lingkungan, produktivitas lahan dan ketersediaan
air bersih juga dapat terjangkau dengan baik
sebagai salah satu input dasar bagi usaha tani.
Dari sisi modal manusia dasar, aset berupa
pendidikan formal, kesehatan dan kekuatan, serta
semangat dan daya juang petani merupakan
potensi untuk dapat mengembangkan kapasitas
SDM yang lebih maju.

Tabel 6. Komponen aset dengan nilai kualitas
keterjangkauan dan kebermanfaatan baik

No. Komponen aset A F Kategori
1,00 1,36 A
1,00 1,51 1A

1. Pendidikan formal
2. Daya juang untuk belajar

dan maju
3. Kesiapan penanggulangan 1,00 1,38 PTA
bencana
4. Jaringan jalan 1,02 1,45 PTA
5. Fasilitas pasar 1,02 1,49 PTA
6. Keamanan dari bencana 1,04 1,49 PTA
7. Ketersediaan transportasi 1,04 1,53 PTA
umum
8. Kesehatan dan kekuatan 1,06 1,45 1A
9. Fasilitas kesehatan 1,11 1,43 PTA
10. Produktivitas lahan 1,17 1,55 PTA
11. Fasilitas pendidikan 1,17 1,49 PTA
12. Air bersih 1,17 1,55 PTA
13. Kualitas lingkungan 1,23 151 PTA

Sumber: Analisis penulis (2021)

Pengukuran CCl dalam mengidentifikasi
kesejahteraan petani bertujuan untuk dapat meng-
gambarkan aspek yang lebih idiosinkratik dan
tidak menggeneralisasi terhadap konsep kesejah-
teraan terhadap satu aspek tertentu. Wawancara
terhadap sejumlah petani menunjukkan bahwa
hingga saat ini, mereka masih merasa puas dan
bersyukur terhadap kehidupan sekarang. Bekerja
sebagai petani berdasarkan pendapat mereka,

masih dapat mencukupi kebutuhan hidup
keluarga, dan yang paling penting cukup untuk
pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Namun,
mereka mengemukakan bahwa di masa depan,
kondisi tersebut tidak dapat terjamin karena
pekerjaan ini memiliki banyak risiko, dan
diperparah dengan tuntutan pengeluaran yang
semakin besar. Bekerja sebagai petani di masa
depan dianggap tidak prospektif jika tanpa disertai
dengan adanya pekerjaan sampingan, sehingga
para petani sangat menginginkan agar kelak anak-
anak mereka memiliki pekerjaan yang lebih stabil.
Dengan masih adanya persepsi demikian, maka di
masa depan akan sangat mungkin jika sektor ini
akan terus menunjukkan performa yang stagnan
atau malah menurun, sehingga diperlukan
kebijakan yang struktural dan komprehensif untuk
mencegahnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Identifikasi kesejahteraan menggunakan pen-
dekatan ukuran kapabilitas masyarakat bertujuan
untuk dapat mengungkapkan kondisi realitas ke-
hidupan petani secara lebih komprehensif. Indeks
kapabilitas masyarakat petani di Kecamatan
Ampek Angkek memiliki angka positif yang berarti
tingkat kebebasan sudah berkembang dengan
aset-aset yang tersedia mampu memberikan
peluang bagi terciptanya kebermanfaatan petani.
Namun derajat kebebasan yang masih tergolong
rendah  mengindikasikan  masih  terdapat
keterbatasan petani untuk menjalani kehidupan
yang lebih berkualitas. Modal finansial dan modal
manusia intelektual memiliki tingkat penguasaan
yang masih kurang sehingga berimplikasi kepada
hambatan kebermanfaatan petani di Kecamatan
Ampek Angkek untuk dapat mengembangkan dan
meluaskan usahanya menjadi lebih produktif.
Meskipun demikian, kelebihan pada aset berwujud
publik dan modal manusia dasar merupakan salah
satu potensi yang dapat dikembangkan secara
lebih mendalam.

Saran

Dalam rangka peningkatan kebermanfaatan
petani, maka diperlukan usaha menyeluruh untuk
meningkatkan akses dalam hal modal finansial
serta kualitas modal manusia intelektual. Di tingkat
Kecamatan Ampek Angkek, penyuluh pertanian
terlebih dahulu perlu untuk menjaring aspirasi
petani mengenai bantuan permodalan yang
dibutuhkan, preferensi mekanisme, hingga
kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Kegiatan ini
dapat juga dibarengi dengan masukan mengenai
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jenis-jenis program pelatihan yang dibutuhkan
untuk peningkatan modal manusia disertai dengan
metode yang lebih sesuai dengan keadaan petani.
Informasi tersebut digunakan sebagai bahan
penyusunan mekanisme kemudahan pinjaman,
dan program pelatihan peningkatan kompetensi
petani oleh Pemerintah Kabupaten Agam bekerja
sama dengan Bank Pembangunan Daerah,
institusi penelitian dan pengembangan pertanian,
serta lembaga pelatihan kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) pertanian. Keterlibatan petani
dalam pemberian masukan, rekomendasi dan
saran perbaikan menjadi penting demi tercapainya
peningkatan kapabilitas petani serta mencapai
kehidupan yang lebih baik. Partisipasi tersebut
juga dapat dimanfaatkan dalam perumusan
kebijakan pertanian khususnya di Kabupaten
Agam, agar program dan Kkegiatan yang
dikeluarkan dapat lebih menjawab isu-isu yang
secara nyata dihadapi oleh petani.
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